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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) 
yang banyak, baik itu SDA yang dapat diperbaharui maupun SDA yang tidak dapat 
diperbaharui seperti Minyak dan Gas Bumi (MIGAS). Dimana Migas merupakan sumber 
daya alam yang dikuasai oleh Negara dan merupakan sumber komoditas vital yang 
memegang peranan penting dalam setiap kegiatan – kegiatan manusia. Adapun kegiatan-
kegiatan tersebut antara lain untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, 
Transportasi dan Pelayanan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Sehingga pada negara 
berkembang seperti Indonesia sangat melindungi dan mengawasi penyaluran dan 
peredaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut. 
 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Pasal 33 
ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat”. Ketentuan di atas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam 
yang dikuasai dan dimafaatkan oleh Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, 
dan merupakan hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh Negara. Wewenang negara 
untuk menguasai kekayaan alam merupakan hak penguasaan. Selanjutnya pelaksanaan hak 
penguasaan Negara atas kekayaan alam tersebut disebut pengusaha pertambangan, khusus 
untuk pertambangan minyak dan gas bumi disebut pengusahaan pertambangan minyak dan 
gas bumi (Zulkifli, 2015 : 2) 
 Pemerintah Indoensia sejak dulu telah berupaya melindungi SDA tersebut. Hal ini 
dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan upaya sistematis dan 
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan  mencegah 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Zulfikar 
Jayakusuma, 2011 : 144).  
 Upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan 
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang –Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-
Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali 
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut kegiatan usaha migas. 
Adapun kegiatan usaha migas dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, terdiri atas : Kegiatan Usaha Hulu dan 
Kegiatan Usaha Hilir. Adapun kegiatan usaha Hulu mencakup : eksplorasi dan eksploitas, 
sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup : pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, 
niaga. 
 Dalam melindungi kegiatan tersebut dibutuhkan pengaturan hukum yang sangat 
kuat dan tepat. Pengaturan hukum Indonesia yaitu hukum acara pidana menjadi tolak ukur 
untuk menilai hasil penegakan hukum karena yang diatur dalam hukum acara pidana 
adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam 
masyarakat, namun sekaligus mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap 
individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum. Hukum acara pidana 
berkaitan erat dengan adanya hukum pidana, kedua-duanya merupakan satu rangkaian 
peraturan-peraturan yang memuat bagaimana alat-alat perlengkapan negara, seperti 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara mengadakan 
hukum pidana (Martiman Prodjohamidjojo, 2002: 9).  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah 
mengatur adanya upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali apabila 
ditemukan adanya kurangnya pemenuhan keadilan masyarakat di dalam suatu putusan. 
Upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir kecuali 
putusan bebas yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi 
sebagai Judex Facti. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi, 
“terhadap Putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari 
Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan 
pemeriksaan kasasi terhadap Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” (Ika 
YuanaDarmayanti, 2014: 2). Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat 
berupa beberapa hal, yaitu: 
1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (vrijspraak);   
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);  
3. Putusan pemidanaan (veroordeling) (Adam Chazawi, 2002: 129).   
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Putusan Nomor: 
1828K/PID.SUS/2015 sebagai salah satu sumber bahan hukum. Putusan tersebut 
memaparkan bahwa terdapat seorang terdakwa bernama Ramlin yang pada hari Senin 
tertanggal 2 Februari 2015 sedang menahkodai KLM Berkat Buana Rahmat di perairan 
Benteng Selatan – Bima. Sesampainya di perairan trsebut anggota Polair Bahakam Polri 
yaitu I Gede Eka dan Tri Gunawan menghentikan dan memeriksa kapal tersebut. Dalam 
pemeriksaan tersebut kedua anggota Polair itu menemukan 24 drum Bahan Bakar Minyak 
jenis solar. Terdakwa mengangkut BBM tersebut tanpa adanya surat ijin pengangkutan, 
Surat ijin berlayar karantina, serta kelengkapan sertifikat kesehatan yang berlaku. Pada 
persidangan pertama hakim memutuskan bahwa saudara Ramlin tidak terbukti secara sah 
melanggar aturan yang berlaku. Atas putusan tersebut pihak penuntut umum melakukan 
upaya kasasi pada tingkat persidangan selanjutnya.  
Sebagaimana uraian di atas, penulis melakukan kajian mendalam terhadap Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1828 K/pid.sus/2015 dan menuliskannya dalam sebuah bentuk 
penulisan hukum (skripsi) yang berjudul, “ALASAN PERMOHONAN KASASI 
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN PERTIMBANGAN 
HAKIM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR 
MINYAK TANPA IZIN   (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 
K/pid.sus/2015)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan 
beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu: 
1. Apakah alasan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang 
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara tindak pidana 
pengangkutan BBM tanpa izin sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ? 
2. Apakah pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pengangkutan BBM tanpa 
izin sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai dalam suatu  penelitian. Ada 
dua macam tujuan dalam penelitian, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan 
obyektif merupakan tujuan yang berasal dari penelitian yang dilakukan, sedangkan tujuan 
subyektif merupakan tujuan yang berasal dari perorangan. Adapun tujuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui apakah alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/pid.sus/2015 telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 253 KUHAP. 
b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
pelaku tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 
256 jo 193 KUHAP.  
 2.Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai alasan Penuntut 
Umum sebagai perlawanan terhadap putusan lepas dari segalatuntutan hukum yang 
dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara perizinan pengangkutan bahan 
bakar minyak.  
b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang hukum, 
khususnya Hukum Acara Pidana.  
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan 
terutama ilmu hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagipengembangan 
ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnyadan Hukum Acara Pidana 
pada khususnya;  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literaturdalam 
dunia kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang alasan hukumpenuntut umum 
sebagai perlawanan terhadap putusan lepas dari segalatuntutan hukum oleh 
Mahkamah Agung dalam kasus perizinan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan 
permasalahan yang diteliti; 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengembangkan daya 
penalaran dan logika penulis serta mengetahui kemampuan penulisdalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh;  
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 
tambahanpengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenarankoherensi, yaitu 
adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah normayang berupa perintah atau 
larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakahtindakan (act) seseorang sesuai dengan 
norma hukum (bukan hanya sesuai aturanhukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:47). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmuhukum, bukan 
sekadar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitianhukum dilakukan untuk 
memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilahdibutuhkan kemampuan untuk 
mengidentifikasi masalah hukum, melakukanpenalaran hukum, menganalisis masalah yang 
dihadapi dan kemudianmemberikan pemecahan atas masalah tersebut. (Peter Mahmud 
Marzuki,2014:60). 
Dilakukannya sebuah penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, 
teori hukum maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi. Untuk itu dalam suatu penelitian hukum diperlukan metode penelitian untk mencapai 
tujuan dari penelitian tersebut. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Jenis Penelitian  
Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan 
hukum (legal research) adalah normatif, jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam 
suatu  tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. 
Pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya 
saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 55-56). 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
bersifat normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali  pada fungsi penelitian, 
adapaun penelitian hukum (legal research) berusaha menemukan kebenaran koherensi, 
yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa 
perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) 
seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip 
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Dalam penelitian yang dilakukan ini, 
sehingga pada akhirnya bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan 
kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau 
prinsip yang dijadikan referensi. 
 
b. Sifat Penelitian  
Suatu hal yang merupakan pembeda antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial 
adalah ilmu hukum bukan terasuk ke dalam bidang ilmu perilaku. Ilmu hukum bukan 
termasuk ke dalam bidang ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi 
preskriptif. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum 
dan prinsip huku, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara 
tingkah laku (act) bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). 
Sifat penelitian dalam penulisa hukum ini termasuk jenis penelitian preskriptif 
yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum, dan norma-norma hukum, selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk 
memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi 
dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah 
menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. 
Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu menggunakan ilmu hukum dalam menetapkan 
standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan 
hukum.  
 
c. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan 
tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang 
sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), 
pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). 
Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah 
pendekatan kasus (case approach) atau yang biasa disebut dengan studi kasus dan 
pendekatan undang-undang (statute  approach).Pendekatan undang-undang (statute 
approach) dilakuakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi 
yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Suatu penelitian 
hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan ini akan lebih 
akurat apabila dibantu oleh salah satu atau lebih pendekatan yang cocok. Hal ini 
dilakukan untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk 
menghadapi permasalahn hukum yang ada dan dalam penulisan penelitian hukum ini 
penulis juga menggunakan pendekatan Pedekatan kasus (case approach). 
 Pedekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah 
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kajian 
pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratiodecidendi atau reasoningyang 
merupakanalasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya 
tersebutPendekatan undang-undang (statute approach) dilakuakan dengan menelaah 
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung 
permasalahan hukum yang ada. Suatu penelitian hukum normative yang menggunakan 
pendekatan perundang-undangan ini akan lebih akurat apabila dibantu oleh salah satu 
atau lebih pendekatan yang cocok. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).  
Ratio decidendi  dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-
fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak 
terbukti  sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena  baik hakim 
maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan pada 
fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum 
merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu 
putusannya bersifat deskriptrif, oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk 
kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada ratio  decidendi (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 158-159).  
 
d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian  
Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum 
penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-
bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer 
merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-
bahan  hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder 
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 
resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 
181). Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat 
membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan 
jawaban atas isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 205-206).  
Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 
1) Bahan Hukum Primer 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP); 
c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/pid.sus/2015; 
2) Bahan Hukum Sekunder 
a) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum; 
b) Jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan thesis; 
c) Artikel; 
d) Bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk 
mendukung penelitian ini. 
e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan tahapan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Mengingat pendekatan yang digunakan dalam penitian 
hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach), maka teknik pengumpulan bahan 
hukum yang utama adalah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu 
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 238). Teknik pengumpulan 
bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (library 
research)atau studi dokumen.  
Studi dokumen adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan 
melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisys, yang berguna 
untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari literatur, buku-
buku,peraturan perundangan-undangan,dokumen,laporan arsip dan hasil penelitian 
lainnya serta putusan hakim yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 
Berdasarkan bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai 
bahan pendukung dalam penelitian hukum ini. 
 
f. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini 
adalah teknik analisis bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir 
deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarlan oleh Aristoteles, penggunaan metode 
deduksi ini berpangkal dari engajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, 
dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 89).  
Premis mayor yang dimaksud adalah aturan hukum, sedangkan premis minor 
adalah fakta hukum dan dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014:89-90). Adapun dalam penulisan hukum ini yang dimaksud dengan 
premis mayor adalah aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) serta peraturan perundangan-undangan yang mengatur terkait permasalahan 
yang terdapat dalam penelitian hukum ini, sedangkan premis minor dalam penelitian 
hukum ini adalah fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 
118/PID.SUS/2014/PN.KNG dari kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atau 
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G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan 
hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah 
pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menjabarkan dalam 
bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab 
terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman mengenai 
seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum yang akan digunakan 
adalah sebagai berikut: 
BAB I  :  PENDAHULUAN  
Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang 
masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan 
penelitian, perumusan masalah merupakan initi dari permasalah yang ingin 
diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis mengadakan penelitian, 
manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari penelitian, metode 
penelitian berupa jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, 
jenis dan sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, 
dan teknik analisis bahan hukum, selanjutnya adalah sistematika hukum yang 
merupakan kerangka atau isi penelitian. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau 
memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum 
yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal 
mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti 
oleh penulis. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
1. Kerangka Teori, yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Upaya 
HukumKasasi, Tinjauan UmumTentang Penuntut Umum, Tinjauan 
UmumTentang Pertimbangan dan Putusan Hakim, Tinjauan Umum 
Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Tinjauan 
Umum Tentang Izin. 
2. Kerangka Pemikiran, yang menggambarkan alur pemikiran penulis dalam 
penelitian ini. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini penulis memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian 
yang penulis lakukan dengan rumusan masalah yaitu Apakah alasan permohonan Kasasi 
oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri 
Raba Bima dalam perkara tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin sudah sesuai 
dengan Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan 
kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana 
pengangkutan BBM tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP Jo Pasal 193 
ayat (1) KUHAP. 
 
BAB IV : PENUTUP 
 Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan 
yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan disertai  saran terhadap permasalahan 
dalam penelitian hukum ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
